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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada berbagai uraian dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, maka sampailah penulis pada kesimpulan akhir bahwa kinerja 

kantor pertanahan Kabupaten Kupang dalam penerbitan sertifikat hak milik atas 

tanah  belum dilakukan secara efisien , dapat dilihat sebagai berikut: 

5.1.1 Kesederhanaan Prosedur 

Sederhana 

Kesederhanaan dalam hal ini terkait prosedur yang hanya 

memfokuskan kesederhanaan sehingga masyarakat lebih paham mengenai 

keseluruhan prosedur dalam mengurus sertifikat 

Tidak sederhana 

Dalam kaitannya dengan  ketidak sederhanaan prosedur maka pihak 

pemohon meminta kepada BPN Kabupaten Kupang agar mempemudah 

setiap prosedur sehingga  dengan demikian  agar mudah dipahami oleh 

masyarakat sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa prosedur terlalu 

berbelit-belit karena masih banyak masyarakat yang belum memahami 

kesederhanaan  prosedur tersebut. 
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5.1.2 Ketepatan waktu  

Tepat waktu  

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III  mengenai ketepatan 

waktu dalam penerbitan sertifikat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang 

dijelaskan di dalam peraturan. 

Tidak tepat waktu  

Di dalam Pelaksanaan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, belum dilaksankan dengan cukup 

baik dapat dilihat dari beberapa tanggapan masyarakat yang merasa tidak 

puas dalam ketepatan waktu penerbitan sertifikat tanah dari 

pendaftarantanah tersebut. Sesuai dengan Perkaban  No. 1 Tahun 2010 

Lampiran ke II Tentang Standar Pelayanan dan PengaturanPertanahan, 

Namun kondisi yang terjadi di lapangan, banyaknya keluhan masyarakat 

yang telah menunggu cukup lama terhadap penerbitan sertifikat hak milik 

atas tanah dari pendaftaran tanah. 

5.1.3 Biaya Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Tanah  

 Murah  

Mengenai biaya yang telah diatur dalam PP RI Nomor 128 Tahun 2015  

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang 

berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, yang mana semua harga telah tertera 

jalas didalamnya beserta dengan rumusan perhitungannya. 
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Mahal  

Sebagaimana yang dikatakan oleh masyarakat mengenai biaya 

sebelumnya harus ada pihak yang menjelaskan rumusan yang ada di dalam 

peraturan dengan tidak adanya penjelasan rumusan tersebut masyarakat 

beranggapan bahwa biaya yang di keluarkan untuk mengurus sertifikat 

tergolong mahal dengan demikian ada masyatakat yang merasa resah dengan 

biaya  tersebut 

5.2 Saran  

      Bedasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis hendak mengajukan saran yang 

dapat berguna bagi peningkatan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten  Kupang  

khususnya dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yaitu : 

1. Perlu adanya penyerderhanaan prosedur dalam pendaftaran tanah karena 

masyarakat cenderung masih kurang paham apa saja yang perlu 

dilengkapi dalam melaksanakan pendaftaran tanah. Serta perlunya 

pemasangan papan informasi tata cara pendaftaran tanah sesuai 

prosedur. 

2. Perlunya pemasangan papan informasi mengenai ketepatan waktu dalam 

pengurusan sertifikat tanah serta tabel biaya-biaya pengurusan sertifikat, 

sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai biaya-

biaya yang seharusnya dibayar dalam melaksanakan penerbitan 

sertifikat tanah. 
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3. Penambahan prasarana dalam proses penerbitan sertifikat tanah, seperti 

penambahan unit komputer di bidang pemetaan dan pencetakan 

sertifikat tanah. 
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